BAB I

FENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa tujuan didinkannya Negara Republik Indonesia. antara lain untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut
mengandung makna negara berkewajibon memenuhi kebutuhan setiap warga negam
melalui suatu sistem pemenntahan yang mampu ﬁ;mﬁkm pelayanan publik yang prima,
cepat, dan akurat. Frhm?puhllk_W'Wnd:ng Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik
adalah kegmm':ﬂ'mgﬁh mﬂm rangka pemenvhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan persturan pﬂrundng,-wﬂungnn bagi setinp wargs negor dan penduduk atas
hnm.ug, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayinan g‘.d)]]k. Perkembangan saat ini tentunya kebufuban pelsyanan publik mengarah
pada semakin kompleksnya tuntutan dan masayarnkat untuk melaksanakan pelayanan
dengan maksimal yang memenuhi asas ketepatan waktu, kﬂepllimm dan
kem-]ung’hpm i:tﬁgmmnn disebutkan dalam pasal 4 UU Pelayanan Publik. Selain itu
Permen Fm No 91 Tahun 2021 juga mengamanghkan bahwa penyelenggara
pelayanan publik dalsm hal ini perfu mewujudkan peningkatan kesejshteman rakyal dan
daya m;glum melalui reformasi birokrasi: diperlukan mplhnpenﬁghla.n kualitas
dan kinerja pelayanan publik. Namun dari hasil survey yang dilakukan oleh ORI
{Ombudsman Rmhik Indonesia) pada tahun 2019, palayanan. pubi:u. ‘di Indonesia masih
memperlihatkan  kecendeningan  berada dalam zoma kuning atau  sedang
(Ombudsman.goid). Oleh karena itu periu upayo untuk terus meningkatkan pelayanan
publik melalui berbagai cara, salah satunya dengan terus melakukan inovasi pelayanan
publik. Meskipun dalam catatan Indeks Inovasi Dunia {Global Innovation Index, GIT 2019)
Indonesia juga masih tertinggal jauh dengan peringkat 85 dan 129 negara. Hal tersebut
mengidentifikasikan bahwa Indonesia masih kurang maksimal dalam menyediakan
pelayanan.

Dari data tersebut dapat dilihat beberapa faktor pengaruhnya, salah satunya kapasitas
penyelenggara pelayanan publik. Dirjen Dukeapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Anf
Fakrulloh mengatakan ada lima hal yang dikeluhkan masyarakat khususnya dibidang
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diskses dari Kompas.com
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pada juni 2023 vaitu masalah ealo/pungli, banyaknya syarat tambahan dalam layanan
adminduk salah satunya akia Kelahiran, lambatnva pencetakan e-KTP. konsolidasl
data dan antrean yang panjang. Oleh korena itu masith diperlukan upaya untuk
melakukan percepatan peningkatan kualitas pelovanan publik dengan mendorong
tumbuhnya model-model pelayanan vang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan
vang dirasakon masyarakat dan perbaikan kuvalitas penyelenggam pelayananan publik.
mulai dari sumber daya manusia (pegawai), regulasi dan sarana prasarzna vang digunakan
sebagai penunjang pelayanan.

Pada penelitian ini penulis fokus pada pelavapan Adminduk karema Pelayanan
administrast kependudulan (Adminduk) merupakan pelsyanan yang penting dan strategis,
cakupannya yang lus melrputi sefuruh penduduk Indonesta sejak lahir ssmpai meninggal:
don dinamika perubahon hpau;!l;ﬂ:him yang - terjadi dan M_kﬂ waktu juga
mempengaruhi kompleksitasnya. Oleh karena itu, pelayanan ini menjadititik sentral bidang
pelayanan lainmya, seperti pelayanan pendidikan. keséhatan, sosial dan ekonomi. dan lain-
lain. Pelayanan Adminduk dilaksangkan-aleh. Dinas Kependudukan dan Péncatatan Sipil
(Disdukeapil) yang mana bentuk pelsyanannyn dibagi menjadi dua yaitu pendaftaran
peduduk meliputi pembuatan Karty Kelusrga (KK). Kartu Tanda Penduduk Elekironik
(KTPEL), surat pindsh, dan Karfu ldentitas Anak (KIA), sedangkan pencatafan sipil
meliputi pembusatan kutipan akta kelshiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian,
pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak. pe:uuim perubaban nama, dan
pencataton perubahan kewarganegaraan.

Salah saw_penyelenggara pelayanan. publik yang dapat dijadikan sebagai objek
penelitian terknit upaya pelayanannya kepada publik vang mendapat predikat balk
adalah DI'IH.WH-:H dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Diakses dari
muria.suarmerdeka.com pada tanggal 4 maret 2023, 7 duiﬂﬁifxnmr Dhsdukeapil di Jawa
Tengah sendin awal tahun 2023 mendapat penghargman dari Kemenpan RB terkait
pelayenan prima pads layansn adminduk, diantarsnya Kabupaten Jepara, Banyumas,
Cilacap, Karanganyar, Grobogan, Kota Magelang. dan Kota Semarang. Penghargaan
Pelavanan Prima inl merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kebljakan pelayanan
publlk tahun 2022, Hal ini menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di
Disdukeapil Kabupaten Jepara. Bahkan tak bisa dipungkiri, Disdukeapil Jepara hampir
setiap tahun memperkenalkan dua inovasi layanan yang pasti tujuannya untuk memberikan
pelavanan prima sesuai amanal UUD 1945, Pada penelitian inl penulis mengkajl
inhapan-tahapan yang dilakokan Disdukcapll Kabupaten Jepara menggunakan teorl
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utama darl Rogers Everett terkait proses inovasi yang meliputi tahap mengenali masalah,
tahap riset dasar dan aplikatif. tshap penpembangan.tahap komersialisasi. tahap difusi dan
adopsi, serta tahap konsekuensi yang kemudian dikonteksikan pada PermenPAN-RB No
91 Tahun 2021 tentang tahapan utama dalam melakukan pengembangan inovasi yaitu tahap
perciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi, dan mengkajl pemenuhan kriterla
dalam pembinaan Inovasl vang tertuang juga di Permen PAN-RB yang meliputi
memiliki  kebaharuan, efektif. bermanfaat, mudah disebarkan, dan berkelanjutan.
Harapannya melalui kajian inovasi pelayanan adminduk di Disdukecapil Kabupaten Jepam
dapat memberikan gambaran praktik baik inovasi pelivanan adminduk bagi penyelenggara

layanan publik lainnya, <

1.2 Rumusan Mls_?llj
|. Bagaimana Tahapan Inovasi Pelaysnan Administrasi- Kependudukan Di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara’
2. Bagaimana Pemenuhan Kriteria Inovasi menurut Permen PAN-RB Mo 91 Tahun 20217

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada. adapun mjuan dari penelitiin ini

dilaksanakan adalah ;

|. Untuk mengetahui tahapan-tahopan yang dilakukan dalam mewujudkan inovasi
pphyunﬂﬁﬂniniﬂ'ﬁsj kependudukan di Knbupaten Jepara.

2, Uniuk mengetahui pemenuhan kriteria aps saja yang dicapal Disdukeapi] Kabupaten
Jepara sesuni Permen PAN-RB no 91 tabun 2021,

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai beberapa manfuat. sdapun manfaat dan penelitian ini terdiri
dari manfoat teoritis dan praktis '
a. Teoritls
|. Hasil penelitian ini diharapkan dapal menambah pengetahuan bidang movasi
pelayanan publik.

2. Hasil penelitizn ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang
berkaitan dengan tahapan-tahapan inovasi pelayanan administrasi kependodukan.

b. Praktis
|. Bagi Objek Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapal menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi
Disdukcapil Jepara dalam melakukan pengembangan inovasi dibidang administrasi



kependudukan,
2. Bagi Pembaca

Dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan dapat digunakan sebagai contoh

dalam membuat dan mengembangkan inovasi pelayanan publik khususnya pada

bid irministrasi } udul

Mengasah kemampuoan penulis datam analisis data den menambah wawasan terkait

proses terbentuknya inovasi.

L5 Sistematika Penulisan
,..,: | -_.__-_;-u'
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